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B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
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Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA 

DATA INFORMAN : 

a. Nama  : 
b. Jenis Kelamis : 
c. Jabatan : 
d. Instansi : 

 
 

a. Struktur Birokrasi 
 
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah? 
 
 

2. Apa saja yang menjadi pendukung peraturan-peraturan untuk mendukung 
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  
di Pemerintah Kabupaten Dairi? 
 
 

3. Dengan terlaksananya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Dairi, apa tujuan yang ingin 
dicapai? 
 

4. Bagaimana mekanisme prosedur (Standard Operating Prosedures) dalam 
pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di 
Pemerintah Kabuapten Dairi terkhusus Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi? 

 
5. Apakah implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi memenuhi kepentingan masyarakat? 
 

6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang terlaksananya Implementasi Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah akan berimbas dengan 
perubahan terkait dengan  ketatalaksanaan? 

 
7. Apa saja yang mempengaruhi perubahan terkait Ketatalaksanaan dengan 

terlaksananya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah? 
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8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap perubahan struktur yang ada di Sekretariat 
Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016? 
 

9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap penetapan Tipe A pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Dairi Organisasi sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016? 

 
10. Dengan perubahan sturktur organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi 

sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, apakah seluruh kegiatan 
sudah berjalan dengan efektif dan efisien? 

 
11. Dengan adanya  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, apakah formasi 

jabatan di Pemerintah Kabupaten Dairi bertambah?  
 
 

 
b. Sumber Daya 

 
1. Darimana sumber dana untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Pemerintah   

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi? 
 

2. Apakah tim  yang ditugasi memiliki kompetensi untuk merumuskan kebijakan 
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
pada Pemerintah Kabupaten Dairi? 
 

3. Bagaiamana pendapat Bapak/Ibu, Dengan terlaksanaya Implementasi Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adanya perubahan 
struktur organisasi yang erat kaitannya dengan SDM? 
 

4. Apakah SDM atupun Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi yang 
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan 
Pengawas  telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN? 
 

5. Apakah komposisi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi untuk jabatan fungsional 
umum telah sesuai dengan kebutuhan? 
 

6.   Apakah  pihak Legislatif (DPRD) Kabupaten. Dairi mendukung pelaksanaan 
Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 di Kabupaten. Dairi? 
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c. Komunikasi 

 
1. Dalam pelaksanaan perumusan kebijakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adakah Pemerintah Kabupaten Dairi 
melakukan tindakan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi? 
 

2. Siapa aja yang berperan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di  Kabupaten Dairi? 

 
3. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi 
dilaksanakan? 

 
4. Bagaimana konsultasi Tim Penyusun dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

tentang Kelembagaan Perangkat Daerah ? 
 

5. Bagaimana konsultasi Tim Penyusun dengan Kementrian Dalam Negeri tentang 
Kelembagaan Perangkat Daerah? 

 
6. Hambatan apa saja yang dihadapi pada saat melaksanakan Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi?  
 

7. Bagaimana konsultasi Tim Penyusun dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kelembagaan Daerah? 

 
8. Bagaiamana koordinasi yang dilakukan terkait penataaan kelembagaan pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016?  

 
 

d. Sikap Birokrasi 
   

1. Apakah tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 telah 
memahami Tugas dan Kewenangannya? 

 
2. Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, bagaimana hubungan kedudukan,susunan organisasi serta 
tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah? 
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3. Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah, adanya penambahan Bagian pada Sekretariat Daerah, 
bagaiamana hubungan penganggaran progam kegiatan tersebut?   
  

4. Apakah seluruh Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi telah 
memahami Tugas Pokok dan Fungsinya?  
 

5. Apakah masing-masing tim sudah diberi kewenangan dalam hal pembentukan 
struktur organisasi ketatalaksanaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016? 
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